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BUPATI MELAWI

PROVINSI KAUMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR bh TAHUN 2016

TENTANG

PEf,UNJUK PEI,.AKSANAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang

Mengingat

a,

b.

c.

bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak
daerzh yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2Ol2 tentang Pajak Restoran, guna realisasi
penyelenggaraan Pajak Restoran di I(abupa.ten Melawi sesuai
dengan ketenhran perattu'an pemdang-undangan yang
berlaku perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

bahwa dalam rangJ<a mengoptimalikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari selctor pajak restoran, perlu mengatur
dan menetapkan Petunjuk Pelaksana Pajak Restoran
sebagaimana diarqanatkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak
Restoran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaglimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Restoran.

1. Undang-Undang Nomor 49 Taiun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 21O4);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO
tentan6l Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahut 2O0O Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor t4 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan
Pajak (lrmbaran Negara Repuhltlr Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 27, Tambahan L.embffan Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang...



4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO3 tentang' 
i"-U"it t"" Iiabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau

ai propinsi xaiimantan Barat (Lembaran.Ngenra Reprrblik

f"a""J"i" Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran

i'i"g* i"p"uut lndonesia Nomor 4344);

5. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Talo;l,trrehan Lembaran

;iG; R"p"blik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah

Ji,iuJ bib"t.p" kali terakhir dengan Undang'Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten
MeLawi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lpmbara n

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbingan i"uangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l:mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahrrn 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Penyelengganlan Pemerintah
Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5
Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modaf di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14, Peratu-ran Daerah...



14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2Ol2- i""t""g P4lak Restoran (Irmbaran D1e1ah Kabupaten

U"f"*i t-ahun 2O12 Nomor 3' Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 104)'

MEMUTUSKAN:

MenCtAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEI,AKSANAAN

PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN I,.IMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi'

3. Bupati adalah BuPati Melawi.

4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Melawi yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Melawi yang diberi kewenangan dalam
pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Melawi

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Melawi
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan

kesatuar baik yang rnelakukal usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroErn terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayastrn, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaran, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas
pelayanan restoran.

8. Restoran aCalah tempat menya-ntap makanan dan/atau minuman yang
disedialan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga atau
catering.

9. Pengusaha restoran adalah perorzrngan atau badan yang
menyelenggarakan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

1O. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk digunakan melaporkan
Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan
Objek Pajak dan/ atau harta dan kewajiban menurut ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

I l. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk
menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan
penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.

12. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan
untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan
penerimaan daerah tainnya) dari pembayar/ penyetor/ pihak ketiga ke
Bendahara penerimaan.

I3.Surat Ketetapan...



13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disinglat SKP. D. adalah-" 
il; t"t"t p"t, p"i; t;;;";en"tukan 

-besamva jumlah pokok pajak

yang terutang'

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat- 
SXpOf<g, adalah Srirat Ketetapan pajak yang menentukarr .besarnya
i.;J; pokok pajak, jud;h kredit. pajak, jumlah l-<ekulanean

p"-U.v"i." pofofi p".;rf., besamya sanksi administrasi' dan jumlah

yang masih harus dibaYar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat

disingkat SXiOXST, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan'

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang daPat disingkat
SKPDLB aaatafr SuLt ketetapan rp1i* yang menentukan Jumlah
Kelebihan Pembayaran Pajak karena Jumlah lftedit Pajak lebih besar

dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang'

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN

adalah Surafketetapan Pajak yang menentukan jumlal pokok pajak
sama besarnya dengan Jumlah Kredit Pajak atau Pajak atau Pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi bcrupa
bunga dan/atau denda.

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat perrrberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah
Nihil, Surat KeteteFan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

21. Pembukuan adalah suatu proses p€ncatatan yang dila.lnrkan secara
teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi
keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang
ditutup dengan men)rusrrn laporan keuangan berupa neraca dan
perhitungan rugi laba.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakkan Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
OBYEK DAN SIJBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) D-.eng-9r1 nama Pajak Restoran riiFungut pajak atas pelayanan yang
di56diakan oleh restoran.

(2). Objek Pajak...



(2) Objek Pajak Restoran adalah Pglay?na+ yang disediakan oleh Restoran

mencakup rumah ;:.k t, i'dtitnte, kd"d;' Ya{unq }'oli.?it}u"-S;;E;-id" 
(Pujasera/ food Cor'rt), 93' d*. sejelusnvl 

-termasu 
k Jasa

boga/kateririg ineliputi penjualan makanan dan mmuman'

t3l Pelavanan vang disediakan Restoran sebagaimana pada ayat (2),-' ,ri.i".ti p.Gvir.* penjualan makanan dan/ atau min.man yang

dikohsum3i 6tetr pemUiti, baik dikonsumsi di tempat penyanan
maupun ditemPat lain.

Pasal 3

Tidak termasuk Obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksudpadaayat(21- -

;a4.31'}i+;r" v."i ai'".ai.u, oleh rest6ran yang nilai penjualannya tidak
melebihi Rd. 1.o00.ooO,0o (satu juta ruPiah) perbulan.

Pasa] 4

(1) Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli
makanan dan dan/atau minumaa dari Restoran mencakup rumah
makan, kafetaria, kantin, w€rrung, Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera/ food Court), bar dan sejenisnya termasuk jasa bog1a/ cateing

(2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/ food Court), bar dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang nilai penjualannya melebihi
Rp. 1.000.000,00.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PA.JAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima
atau yang seharusnya diterima restoran yang mencakupi rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (pujasera/ rbod court), bar
dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pasal 6

Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 1O %o (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan
mengalikan tarif sebagairnarra dimaksud dalam Pasal 6 dengan
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

cara
dasar

BAB TV
WII..AYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

(i) Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah Daerah.
(2) Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengcnaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V...



BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAKTERUTANG, PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB

PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka walrtu yang lamanf I (satu) bulan kalender'

Pasal 10

Pqiak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran'

Pasal 11

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran l
(1). Untuk mengetahui jumlah potensipajak Restoran, Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi melakukan
pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak Restoran.

(2). iendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak dilalrukan untuk objek
pajak restoran.

(3). Fendaftran sebagaimana pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftar sendiri
objek pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib
Pqjak Daerah (NPWPD) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran.

(4). Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan merupakan objek
pajak tidak melalrul<an pendaftaran sebagaimana dimalsud pada ayat (2)

dalam walrhr paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak dimulainya usaha
sebagai objek pajak dilalrukan pendaftaran objek pajak secara jabatan
oleh Dinas.

(5). Pendaftaran objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilat<ukan dengal tahapan sebagai berikrt :

a. calon wajib pajak mengambil, mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran yang disediakan oleh Dinas;

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani
sebagaimana dima}sud pada angka I disampaikan kepada Dinas
dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak/Penanggungiawab (Badan Usaha);
2. Fotocopy keterangan domisili usaha dari kecamatan;
3. Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
4. Fotocopy iitn tetap Ipt'trtsip usaha pariwisata;
5. Fotocopy akta pendirian Badan Usaha; dan
6. Surat Kuasa jika wajib pajak berhalangan dengan disertai

fotocopy KIP penerima kuasa.
(6). Berdasarkan form'.rlir pendaftaran sglqgairnan4 dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (a) diterbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam
daftar induk Wajib Pajak sesuai denganjenis objek pajak restoran.

(7). Berdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan kepada Wajib
Pajak :

a. Kartu NPWPD; dan
b. Maklumat untuk dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh

pelanggan.
(8). Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah kegiatan

pendataan Wajib Pqiak baru maupun Wajib pajak yang telah memuiliki
NPWPD.

Pasal 12...



Pasal 12

(1) Setian Weiib Pajak mengisi SPTPD'

{2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada.ayat {,ll harus diisi dengan jelas'
' 'benar dan lengkap ""t;A;;;;tJ"froi 'Jt"r' 

iviiiu r"3"t atau kuasanva'

(31 SPTPD sebagaimana dimaksud.pada ayat.(l)' harus disampaikan kepada
' 'Bupati atau pejabat Vli'ffii-t"":if.-p"fiirg liriia 15 (ima belas) hari setelah

UerakhirnYa masa Pa,jak.

(4) Ketentua! Iebih lanjut mengerrai bl*tl-i"i' dan tata. cara pengisian

SPTPD sebagamana i"."".t i' dalam l'ampiran Peraturan ini'

(1) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan'

izi s.ti"p wajib pajak membayar sendiri pajak rerutangnya berdasarkan' ' perunaang-undangan PerPajakan
(3) Waiib pajak memenuhi kewajiban perpajalan sendki dengan mengunakan
' 'spiPo, SxPoxe dan/atau SiGDKBT'
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (1) .digun-akan untuk

mengtrihrng- memperhitunglran dan menetaPkan paJak sendrrr yan8,

terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, isi, dan t4tt cara'-'pingisian SPTPD,- tata c-ara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT

'seUigaimana dimaksud pada ayal (2), sebagaimana tercantum dalam
peraturan ini.

BAB VI
TATA CARA PEMI.'NGUTAN DAN PENETAPAN PA']AK

Pasal 13

Pasal 14

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD 5gbagaimana dimaksud dalam' 'Paial i i ayit (1) digunakan unhrk menghitung dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Pejabat yang bersrenang pada
bidang perpajakan daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebagaimana sebesar 25o/o ldwa puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2o/o (dtn persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka wakhr paling lamz. 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(41. SKPDKBT...



(4) Tata cara pembayzuan angsuran dan.penundaan pernbayaran Pajak

Restoran yang terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang alcan mela-lrukan pembayaral secara angsuran

**:rp* *""rt ai pembayaran Pajak Restoran yang terutang. harus
mengajukan p".*ohott"rt iecara tertulis kepada Dinas dengan disertai
ahJn- aan Uulrti jelas yang mendukung permohonan, melampirkan
fotocopy SKPDKB,- SKPDKBI, STPD dan rincian utang pajak untuk
masa pajak atau tahun padak bersangkutan yang diajukan
permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah
diterima Dinas paling lamra 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo
pembayaran yang ditentukal;

c. Apabila batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf
b tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar
kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat
dipertimbangkan oleh Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat
membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut;

d. Dinas memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari
setelah tanggal diterimanya perrrohonan;

e. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat
dan Dinas tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Wajib
Pajak dianggap diterima;

f. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui Dinas dituangkan dalam Surat Persetujuan
Pembayaran Angsuran maupun Surat Persetujuan Penundaan
Pembayaran;

g. Persetujuan terhadap angsuran Pajat Hiburan yang terutang
sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan lebih lanjut dalam
Surat Pedanjian.

h. Pembayaran argsurErn diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali
angsuran dalam jangka walrtu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Persetujuan Pembayaran Angsuran;

i. Pemberian angsulan tidak menunda kewajiban Wajlb Pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

j. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

k. Perhitungan untuk pembayaran angsuran Pajak Restoran adalah
sebagai berikut:

1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa
angsuran;

2) Jrrrnlah sisa angsr:ran adalah hasil pengurangan antara besamya
sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran;

3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagr:n antara jumlah pajak
terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;

4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 2o/o (dua persen);

5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2o/o lduapersen);

l. Terhadap...



l. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat

dibayar ijrrg"r, 
"t 

g"it* tafi, tJtapi harus dilunasi tiap bulan;

m. Perhitungan untuk penundaan pembayaran Pajak Hiburan adalah

sebagai berikut :

1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh junlah pqiak

terutang yrog ukun ditunda, yaitu hasil perkalian

bunga i"zo (dia pJrsen) dengan jumlah bulan yang ditunda'
dikalik " dengan seturutriurntafr utang pajak yang akan

ditunda;

2. Besarnya j\mlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
pajat Vang aitorra., ditambah dengan j"*lth bunga 27o- (dua

p.isenl seuutan 5slagairnana dimaksud pada huruf m angka 1);

3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat iatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan

tidakdapat diangsur'

n. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan
pembayaran secara ,rngsuran, tidak dapat mengajukan permohonan
pembayaran penundaal untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jurntah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau lain
yang sejenisnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Apabila jurnlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jarn sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan
penyitaan.

(a) Setelah dilalrukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi jumlah pajak
terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat - -yang ditunjuk
mengajukan permintaan penetapan tarrggal pelelangan kepEda Kantor
telang Negara.

BAB VIII
TATA CARA PENAGII{AN PAJAK

Pasal 18

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) had
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(21Dalam. janeka waJ<ttt 7 (tujuh) hari seteLah tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi
pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

(5) Setelah Kantor...



(')*lH,H.l",Hff *j,X,u*"ftf ffi fffi fffi":5f, *i"t-1H'#H
tertulis kePada wajib Pajak.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 20

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan' ' 
perrgurangan, keringanan dan penghapusan pajak'

(1) Tata cara pengurangan, keringanan penghapusan sanksi administrasi
dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau
p.t gh"p,r""rr sanksi idministrasi secara tertulis kepada Bupati
*"tutriOita" dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh
tempo pembavaran pajak terutang, kecuali apa.bila Wajib Pajak dapgt
menunJukkan bahwa janeka waktr: tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. Fermohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :

1) Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

2l Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak
terutang atau pengenaan sanksi administrasi.

c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, Dinas melakukan penelitian adrninistrasi tentang
kebenaran dan alasan Wajib Pajak.

d. Berdasarkan hasil penelitian Dinas, Bupati dapat menyeturjui atau
menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi.

(21 Apabila permohonan diterima, maka Bupati menerbitkan Keputusan
Pengurangan atau Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

(3) Terhadap Keputusan Pengr:rangan atau Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak paling
lambat 3O (tiga puluh) hari setelah Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi diterima dengan menggunakan SSPD
dan/atau STS.

(4) Apabila permohonan ditolak, maka Bupati menerbitkan Keputusan
Penolakan Pengurangan atau Keputusan Penolakan Penghapusan Sanksi
Administasi.

(5) Terhadap Keputusan pgnqlakan Pengurangan atau Keputusan Penolakan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Dinas menerbitkan STPD atas
pengenaan sanksi administrasi tersebut.

(6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dan ayat (6) kepada Kepala Dinas.

BAB X...



t2l Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (l).harus

disampaikan """"t" 
tttttlti" iutt* Bahasa Indonesia dengan disertai

alasan yang j"f"" p"ti.g tt-a 3 (Eqa)-bulan sejak tanggal SKPD' SKPDKB'

SKPDKBT, SKPDLB e;- sxpnr'i diterima ot"t' w"5iU Pajak'. kecuali

apaU-ifa-wa:iU ea3at dapat mengljuk$1 bahwa jangka waltu itu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya'

(3) Keberatan dapat rliajukan agabila.Y{t lA* telah membayar paling

sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak'

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (21 dan ayal (3) tidak dianggap sebagai Surat

keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Bupati atau Pejabat dalam jangka wakhr paling l?ma. 12 (dua belas)

bulL sejak tanggal surat permo6onan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan'

(6) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima

""lr*htty" atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak
yang terutang.

(71 Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

(8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kew4jiban membayar pajak.

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati
atau Pejabat.

(21 Permohonan banding sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Pasal 24

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l
atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan
sebagran atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
untuk paling Lama24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 25

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 5O% (iima
puluh persen) dari jurnlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan paja} yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberataa.

(r)

(2)Dalam hal...
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(3)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding' sanksi

"d*irri*tr"tif 
berupa denda -sebesar 5Oo/o (lima puluh persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan'

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian' Wajib

p":rt aif."ri"i sanksi ad.ministratif berupa denda sebesar 100 % (seratus

;il"") dari jumlah pajak berdasarkan--Putusan Banding dikutnCl
d".rg"., pembiyaran p"jrf y""g telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB )gI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PA.JAK

Pasal 26

(l) wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian -.kelebihan'' 
pembayaran pajak kepada Bupati atau Fejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnYa :

a. Nama, alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana rlirnaksud pada ayat (21 dilampaui
Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu)
bufan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak difakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitlan
Suraf. Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabita pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (4), pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB)(III
KEDALUWARSA

Pasal 28
(1) H+ untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah

meLampaui ry+tu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali. apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana -ai Uiair.g
perpajakan daerah.

(2) [Gdaluwarsa...



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI METAWI

NoMoR b6 2016

TANGGAT 2Slttceurr'rr 2016

TENTANG PETUNJUK PEI.AKsANMN PAJAK RESTORAN

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAIAK DAERAH (SFTPD)

Dengan Huruf:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanki-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undang fant berlaku, saya menyatakan bahwa apa fang telah saya beritahukan diafas adalah benar dan lengkap

Petugas Ponerima

SPTPD

(SURAT PEMSERTTAHUAN PA'A( DAERAH)

ahun :

PEMERINTAH I(AEUPATEN METAWI

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

IIIIIII IT II
Nama

Alamat
NPWPD

k DaerahJenis JumlahNO

Restoran Perda Kab. Melawi No. 3 Tahun 2012

UMLAH

TARIF 10 %

UMTAH PAJA( YANG HARUS DIBAYAR

IIEEEEEaEEIilE



FORMUUR SURAT (ETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

M'. URUT
( t xatEIEIAP xP l^rIr^EAI{ }

bB:
fahui

PfMETIXIA}IIABUPATE MEl.Awl
DIXAS PEIIDAPAIA PENGEIOLAAI{ IA'A GAf,

TYIX AI'ET IIAEMH
t.an8. PlnotFl(ot. Aaru Lm 7 tlanga Plnoh

Nama
Merk Usaha
Alamat
NPWPD IIIIIIII II II
Tanggal Jatuh Tempo PembaFran

JumlahJenis Daerah
PAJAK RESTORAN

Jumlah Ketehpan Pokok Pajak

Jumlah Sanksi : a. Bunga

b.Kenailan
JUMTAH KEsETURUHAN

Rp.

Rp.

Rp.

PERHAIAi :
1. Harap peryetoBn dilakukan pada Eank/ Bendahara Penedma Dinas Pendapatan pengelolaan

dan As€t Daerah Kabupaten Melawi.
2. Apabila SKPD tidak atau kurang baydr setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak terbit SKPD

ini diterima (atau jatuh tempo) dlkenakan sanksi admlnistrasi berupa bunga sebesar Z16 perbulan.

Kepala DPPKAD bbupaten Melawi
Nanga Pinoh,

disinl.-...-...-...-...-...-.,.

No. SI(PD :

TANDA IERIMA

Yang Menerima

ttanga Pinoh,

NPWD

Nama

Alamat

E@



FORMUTIR SURAT SETORAN PAIAK DAERAH (SsPD)

t) BeriTanda J pada kotak seusai denSan ketetapan yang di miliki

MODEL:DPD-72

SSPD

( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH I

Tahun :

PEMERINTAH KABUPAIEN MEI.AW

DINAS PENDAPATAN PENGELOTAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

III III II rr
I Lain{alnSTPDSKPDMenyetor Berdasarkan :

SKPDT

SK PembetulanSKPD(B

sK KeberatanSKPDKBT

No.Urut :TahunMasa Pajak

SPTPD

Nama

Alamat

NPWPO

Jenis RestoranNo Kode Jumlah

,umlah Setoran ak

Dengan Huruf:

Bendahara Penerima

Diterima:
Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal

Nama Terang

anda Tangan

Nanga Pinoh, ...............

Penyetor

Oitetapkan di Nanga Pinoh

lanrgat fi Wrt elor, zoL6
MELAWI,

P

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal?o 0r"lrcv'tbcr zorc
SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN MEIAWI,

t
rvo MUTYONO

BERITA DAERAH PATEN MEI.AWI TAHUN 2016 NOMOR 06


